SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MZNTERI DALAM NEGERI REPUBLIX INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER- DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 avat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2206 zentang Administrasi
Kepencudukan dan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah
Nomer 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Urdang
Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependucukan
sebagaimana telah diubah dengan Uncang-Undarg Nortor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Takhun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentarg Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Urdang-Undang Nomor 22 Takun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagzimana
telah diubah dengan Urdang-Undarg Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undarg-Undang Nomor 23
Tanun 2006 tentang Admiristrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Momor 124, Tambahan Lembarar Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 39 Takun 2008 tentang
Xementerian Negara (Lembaran Negara Republik
‘ndonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lemparan
Negara Republik Indonesia Nomor 4S16);

Zeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
“elaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahur 2C06
centang Administrasi Kependucukan sebagaimana -elah
diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23
Tehun 2006 tentang Administrasi Kependucukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6354).

Peraturan Presiden Nomor 11 Tzhun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lermbaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 12):

Peraturan Presiden Nomor 9€ Tehun 2C18 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik
ndonesiaTahun 2018 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGER: TENTANG SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUXAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaxsud dengan:

1.

Administrasi Kependudukan adzlah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumer. dan
data kependudukan melalui pendaftaran pencuduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagiunaan hasilnya untuk

pelayanan publik dan pembanguran sektor lain.



10.

11.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
antuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi
oelaksana sebagai satu kesatuar:.

“engkajian SIAK adalah rangks:an kegiatan yang
cerkaitan dengan proses penelaanan dan pengujian
—nsur SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk
zengembangan SIAK.

“engembangan SIAK adalah rangkzsian kegiatan utntuk
senyempurnaan guna meningkatkar fungsi SIAK.

‘Narga Negara Indonesia yang selanjutnys disingkat WNI
acalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan crang-
orang bangsa lain yang disahkar demgan undang-undang
sebagai WNI.

Penduduk adalah WNI dan orang asing vang bertempat
zinggal ci Indonesia.

Orang Asing adalah orang bukan WN_,

Zenyelenggara adalah pemerintah, pemerintah daerah
orovinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang
oertanggung jawab dan berwenang dalam urusan
Acministrasi Kependudukan.

Setuan Kerja Pelaksana adalah perangkat
zabupaten/kota, unit pelaksana teknis, desa/kelurahan,
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
oertanggung  jawab dan berwerang melakszrakan
pelayanan dalam urusan Administrasi Kependuduken.
Pendaftaran Penduduk adalan pencatatan bicdata
Penduduk, pencatatan atas pelaporan per:stiwa
kependudukan dan pendataan Penduduk resntan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen
kependudukan berupa kartu identitas atau surat
kezerangan kependudukan.

Pencatatan Sipil adalah pencazatan peristiwa penting
vang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan

siril pada dinas kependudukan dan pencatatan sip:l.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dar:/atau
cata agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan
Pendaftaran Penduduk dan Pencaratan Sipil.

Dokumen Kependudukan adaleh dokumen resmi vang
diterbitkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan
Sipil kabupaten/kota yang mempurvai kekuatan auxum
sepagai alat bukti autentik vyang dihasilkan dari
relayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sigil.
Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data
Xependudukan yang tersimpan secara sistematik,
“erstruktur dan saling beraubungan dengan

menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan

Jaringan komunikasi data.

Deata Perseorangan adalan keterangan yang berisi iemen
Cata tentang jatidiri, informasi casar serta riwayat
perkembangan dan perubahan keadaan yang d:alami
cleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selarjutnya
dising<at KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang
diiengxapi cip yang merupakan identitas resmi Pencuduk
senagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi
zelaksana.

Kertu Keluarga yang selanjutnve cisingkat KK adalah
<artu identitas keluarga yang memuat data tentang
nama, susunan dan hubungan dsiam keluarga, serta
icentitas anggota keluarga.

—ak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri
<epada petugas yang ada pada Peryeienggara dan Satuan
Kerja Pelaksana untuk mendapatzan akses terhadap
pusat data, pusat data cadangan dar. SIAK sesuai cengan
Zin yang diberikan.

“usat Data adalah tempar/ruang penyimpanan
perangkat keras, perangkat _unax, Basis Datadan
perangkat pendukung pada Penyelenggara pusat yang
menghimpun dan mengintegrasikan Data Kependudukan
azri  hasil pelayanan Pendafraren Penduduk dan

2encatatan Sipil.



20.

21.

22.

23.

24.

295.

Data Cadangan adalah Basis Data Kependudukan yang
disalin ke dalam media penyimpanan data selain
cerangkat keras utama yang berfungsi antuk
zengamanan dan digunakan untuk mengembalikan Basis
Jata Kependudukan apabila perangkat keras utama
mengalemi kegagalan fungsi.

Pusat Data Cadangan ada.ah tempat/-uang
penyimpanan perangkat keras, perangkat lunak. Basis
Data Cadangan dan perangkat pendukung pada
“enyelenggara pusat yang berfungsi untuk pemulihan
kejadiar: luar biasa/bencana yang tidak direncarakan
paeda Pusat Data guna menjamm Kkeberlangsungan
sistem.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat
NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik
atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Nomor Identitas Tunggal yang selarjutnya disingkat NIT
acalah adalah nomor identitas Penduduk yang be-sifat
tunggal dan melekat pada sessorang yang terdaf-ar
senagai Penduduk Indonesia yang berada di luar negeri.
Menteri adalah menteri yang membidangi wurusan
oemerintahan dalam negeri.

Lementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan

arusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

SIAK bertujuan untuk:

a.

meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk
can Pencatatan Sipil;

menyediakan data dan informasi skala nasional dan
cacrah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil yang akurat, iengkap, dan mutakhir;
can

mewujudkan pertukaran data secara sistemik mela ui
sistem pengenal tunggal dengar tetap menamin

kerahasiaan data.



BAB II
RUANG LINGKUP SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 3
SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program vang
meliputi unsur:
a. Basis Data;

=. perangkat teknologi informas: d¢an komunikasi;

O

sumber daya manusia;
d. pemberi dan pemegang Hak Akses;

lokasi Basis Data;

:T'D

I pengelolaan Basis Data,;
g. pemeliharaan Basis Data;
n. pengamanan Basis Data;

i.  pengawasan Basis Data;

j.  perangkat pendukung;

k. tempat pelayanan;

L Pusat Data;

m. Data Cadangan;

.. Pusat Data Cadangan; dan
2. jaringan komunikasi data.

Se_ain unsur SIAK sebagaimana dimaksud pada avat (1),

‘uga terdapat unsur penunjang meliputi:

a. pusat Pengembangan SIAK; dan

D. pusat bantuan layanan dan cali center.

Bagian Kesatu

Basis Data

Pasal 4
Basis Data sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 3 zyat (1)
huruf a, menggunakan sistem Besis Data sangat besar
Zan terpusat.
Sumber Basis Data sebagaimana dimaksud pada avat (1),
berpedoman sesuai dengan ketentuan perattran

perundang-undangan.



Pasal 5
SBasis Data sebagaimana dimaxsud dalam Pasal 4,
merupakan satu kesatuan data hasil Pendafaran
~“enduduk dan Pencatatan Sipil.
Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memuat:

data wilayah; dan

é\)

o. Data Perseorangan.

Pasal 6
asis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat
2, dilakukan melalui perekaman data menggurakan
SIAK.
SBasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
cerdapat di Pusat Data dan Pusat Data Cadzangan
Kementerian.
Sasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diakses oleh Satuan Kerja Pelaksana sesuai dengan
peruntukannya.
Besis Data sebagaimana dimaxsud pada ayat (3),
c-lakukan pembaharuan melalui perekaman data hasil
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Perekamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (4), dilakukan oleh Satuan Xerja Pelaksara di

tempat perekaman Data Kependudukan.

Pasal 7
Data wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf a, terdiri dari:

nama dan kode wilayah prov:nsi;

oop

nama dan kode wilayah kabupaten/kota;

o

nama dan kode wilayah xecamazan atau rama

lainnya;

¢. nama dan kode wilayah desa, kelurahan atau —ama
lainnya; dan

e. mnama dan kode wilayah perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri.



—ata Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pzsal 5

ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a. data Pendaftaran Penduduk; dan

2. data Pencatatan Sinil.

Data Pendaftaran Penduduk ssbzgaimana dimaksud

cada ayat (2) huruf a, terdiri dar::

a. data keluarga;

=. biodata Penduduk;

c. biodata WNI di luar wilayah Negara Kesztuan
Republik Indonesia; dan

d. data biometrik.

Deta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

12! huruf b, terdiri dari:

a. kelakiran;

b. lahir mati;

perkawinan

g 0

pembatalan perkawinan;

o

perceraian,;
pembatalan perceraian;

kematian;

N

pengangkatan anak;

pengakuan anak;

[
11

pengesahan anak;

W

perubahan nama;
- perubahan status kewarganegaraan;

peristiwa penting lainnya;

58

pembetulan akta; dan

0

pembatalan akta.

Pasal 8
ata keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf a, terdiri dari:
a. data keluarga Penduduk; dan
b.  data keluarga WNI di luar wilayzah Negara Kesatiran

Republik Indonesia.



Data keluarga Penduduk sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a, terdiri dari elemen data:

a. nomor KK;

[

nama kepala keluarga;

5)

alamat;

4. nomor rukun tetangga;

2. nomor rukun warga;

Z. dusun atau sebutan lainnyz;

g. kode pos; dan

1. nomor telepon.

Data keluarga WNI di luar wilayah Negara Kessturan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud paca avat (1)
auruf b, terdiri dari elemen data:

a. nomor KK;

b. nama kepala keluarga;
c. alamat;
d. kode pos negara; dan

]

nomor telepon negara.

Pasal 9
Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pzsal 7
zyat (3) huruf b, terdiri dari data antuk:

WNI; dan

.93

(B3

Orang Asing.

3iodata Penduduk untuk WNI sebagaimana dimaksud
zada ayat (1) huruf a, terdiri dari elemen data:

a. NIK/NIT;

E. alamat sebelumnya;

C. nomor paspor,

c. tanggal berakhir paspor;

e. nama lengkap;

f.  jenis kelamin;

g. tempat lahir;

k. tanggal/bulan/tahun lahir;

p—ta

kepemilikan akta lahir/surat lahir;
nomor akta kelahiran;

k. golongan darah;
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- agama;
.. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
1. status perkawinan:

2. akta perkawinan/buku nikah;

D. rnomor akta perkawinan/buka rikah;

7. tanggal perkawinan;

'y

akta cerai/surat cerai;

N

romor akta perceraian/surat cerai;

=.  tanggal perceraian;

1 status hubungan dalam keluarga,

v.  kelainan fisik dan mental,;

w  penyandang cacat;

%. pendidikan terakhir;

v. jenis pekerjaan;

z. NIK ibu;

aa. nama lengkap ibu;

ab. NIK ayah;

ac. nama lengkap ayak;

ad. nama ketua rukun tetangga;

ae. nama ketua rukun warga;

a-. nomor KK;

ag. gelar agama,;

ah. gelar akademis;

ai. gelar bangsawan;

gj. nomor kode provinsi;

zk. nomor kode kabupaten/kota;

el nomor kode kecamatan; dar:

arn. nomor kode desa/kelurahan.

Biodata Penduduk untuk Orang Asing sebagaimana
cimeaksud pada ayat (1) huruf b, terd:ri dari elemen ¢éata:
a. nomor KK;

b. NIK;

c. nama keluarga;
C. nama pertama;
€. jenis kelamin;
tempat lahir;

g. tanggal/bulan/tahun lahir;
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golecngan darah;

agama;

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mzha Esa;

status perkawinan;

status hubungan dalam keluarga;
pendidikan terakhir;

jenis pekerjaan;

NIK ibu kandung;

nama ibu kandung;

NIK ayah;

nama ayabh;

alamat keluarga;

kewarganegaraan,;

kebangsaan;

tanda tangan;

gelar agama/keperceyazan;

gelar akademis;

gelar bangsawan;

tancda tangan,;

asal kedatangan;

tujuan kedatangan;

Nomor paspor;

tanggal terbit paspor;

tanggal berakhir paspor;

dokumen imigrasi;

nomor dokumen imigrasi;

tempat dokumen imigrasi dizerbitkan;
tanggal dokumen imigrasi diterkitkan;
tanggal berakhir dokumen imigrasi;
tempat kedatangan pertama,

tanggal kedatangan pertama;

. hama sSponsor,;

alamat sponsor;

tipe sponsor;

nomor rukun tetangga sponsor;
nomor rukun warga sponsor;

kode pos sponsor;



-12 -

gs. telepon sponsor.

at. nomor kode provinsi;

au. nomor kode kabupaten/kota;
av. nomor kode kecamatan; dan

aw. nomor kode desa/kelurahan.

Pasal 10

Biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayzt (3)

huruf ¢, terdizi dari elemen data:

a.

o

oo

5 R0

W L:..x =

rama kepala keluarga;

alamat di Indonesia;

<ode pos di Indonesia;

~ukun tetangga di Indonesia;

~ukun warga di Indonesia;

“elepon ci Indonesia;

nomor kode provinsi di Indonesiz;

nomor kode kabupaten/kota di Indonesia;

nomor kode kecamatan di Indonesia;

nomor kode desa/kelurahan di Indonesia

alamat di luar wilayah Negara Kesatuan Repablik
_ndonesia;

nama kcta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
‘rdonesia;

nama provinsi atau negara bagian di luar wilavah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

nama negara;

<ode pos di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

ndonesia;

_umlah anggota keluarga;

telecon di luar wilayah Negera Kesatuan Republik
Indonesiz;

nomor kode negara;

nomor kode kantor perwakilan Republik Indonesia;

nama lengkap;

NIK/ NIT;

alamat sebelumnya;
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W. NOMmOor paspor;
X. tanggal berakhir paspor;
y. jenis kelamin;

z. tempat lahir;

aa. umur;

ab. tznggal/bulan/tahun lakir;
ac. zkta lahir;

ad. nomor axta kelahiran;

ae. golocngan darah;

af. zgama;

ag. kepercayaan terhadap Tthan Yang Maha Esa;
ah. status perkawinan;

ai. akta perkawinan,;

aj. =—omor akta perkawinan;
ak. tanggal perkawinan;

al. akte perceraian;

am. nomror akta perceraian;

an. tanggal perceraian;

ao. status hubungan dalam keluargza;
ap. xelainan fisik dan mental;
aq. penvandang cacat;

ar. pendidikan terakhir;

as. oneckerjaan;

at. NIK ibu;

au. nama ibuy;

av. NIK ayabh;

aw. nama ayah;

ax. gelar ekademis; dan

ay. gelar bangsawan.

Pesal 11
(1) Date biometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) huruf d, terdiri dari:
a. sidik jari tangan;
b.  iris mata; dan

c. pasfoto.
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(2) Data Biometr:k sebagaimana cimeksud pada avat (1),
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

uncangan.

Pasal 12
Date Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (4)
huruf a, terdiri dar: elemen data:

a. NIK/NIT;

b. nama lengkap;

c. kewarganegaraan;

d. jenis kelamin;

e. tempat dilahirzan;

f.  tempat kelahiran;

g. hari, tanggal, bulan, tahun lahir;
h. waktu kelahiran;

1.  jenis kelahirar;

j- urutan anak;

k. penolong kelahiran;

1.  oerat bayi lahir;

m. panjang bayi lahir;

n. domisili xelahiran bayi;

0. NIK/NIT ibu;

p. nama lengkap ibu;

q. <ewarganegarzan ibu;

r. zempat lahir ibu;

s. tanggal, bulan, tahun lahir ibu;
t.  pekerjaan ibu;

u. alamat ibu;

v. tanggal perkawinan;

w. anggal pencatatan perkawinan;
X. NIK,/NIT ayah;

y. nama lengkap ayah;

Z Kewarganegarean ayah,;

aa. zempat lzhir ayah;

ab. tanggal, bulan, tahun lahir ayah;
ac. pzkerjaan ayak:;

ad. alamat avah;



ae.
af.
ag.
ah.
ai.
aj.
ak.

al.

arm.

an.
ao.
ap.
aq.
ar.

as.
at.

au.

av.

aw.

ay.
az.
ba.
bb.
bc.
bd.
be.
bf.
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NIK/NIT pelapor;

nama lengkap pelapor;

tempat lanir pelapor;

tanggal, bulan, tahun lahir pelazor;
pekerjaan pelapor;

zlamat pelapor;

NIK/NIT saksi I;

nama lengkap saksi I;
kewarganegaraan saksi I;

tempat lahir saksi I

tanggal, bulan, tahun lahir saksi I;
»ekerjaan saksi I;

alamat saksi I;

NIK/NIT saksi II;

—ama lengkap saksi II;
gewarganegaraan saksi II;

“empat lahir saksi II,;

zanggal, bulan, tahun lahir saksi I7;
nekerjaan saksi II;

a‘amat saxsi II;

nomor akta kelahiran;

zanggal akta kelahiran;

senis pencatatan kelahiran;

nama petugas pelayanan;

nomenklatur, nama, NIP;

zenda tangan pejabat Pencatatan Sipil;

nomor surat keputusan kepala d:nas:

tanggal pelaporan kelahiran dari luar negeri; dan

nomor surat keterangan pelaporan kelahiran dari luar

negeri.

Pasal 13

Data lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 zyat (4)

huruf o, terdiri dari elemen data:

a.
b.

C.

‘amanya dalam kandungan;

jenis kelamin;

tanggal lahir mati;
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d. jenis kelahiran;

€. urutan znak;

f.  tempat cilahirkan;

g. penolong kelahiran;

h. sebab lanir mati;

1.  yang menentukan kemat:an;

j-  tempat kelahiran;

k. MNIK/NIT ibu;

1. nama lengkap ibu;

m. kewarganegaraan ibu;

n. tanggal, bulan, tahun lahir ibu;
o. pekerjaan ibu;

p. alamat ibu;

q. tanggal perkawinan,;

r. tanggal pencatatan perkawinan;
s. NIK/NIT ayah;

t. rama lengkap ayah;

u. kewarganegaraan ayah;

v. tempat lahir ayah;

w. tanggal, bulan, tahun lahir ayah;
x. pzkerjaan ayah;

y. alamat ayah;

z NIK/NIT pelapor;

aa. nama lengkap pelapor;

ab. zempat lehir pelapor;

ac. zenggal, bulan, tahun lahir pelapor;
ad. nekerjaan pelapor;

ae. alamat pelapor;

af. nema petugas pelayanan; dan

ag. ncmor strat keterangan lahir mati.

Pasal 14
Data perzawinan sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 7 ayat
(4) huruf c, terdiri dari elemen data:
a. N_L/NIT suami;
b. nomor KK suami;

C. nomor paspor suami;
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rama lengkap suami,

kewarganegaraan suami;

tempat lahir suami;

tanggal, bulan, tahun lahir suami;
alamat suami;

cendidikan terakhir suami;
egama/kepercayaan suami;

nama organisasi penghavat kepercavaan;
pekerjaan suami;

suami sebagai anak ke;

status kawin suami sebelum perkawinan ini;
perkawinan suami yang ke;

istri suami yang ke (bagi yang pcligami);
NIK/NIT ayah dari suami;

rama lengkap ayah dari suami;
kewarganegaraan ayah dari suarmi;
agama/kepercayaan ayah dari suami;
nama organisasi kepercayaan;

zempat lahir ayah dari suami;

—anggal, bulan, tahun lahir ayah dar: suami;
a_amat ayah dari suami;

nekerjaan ayah dari suami;

NIK/NIT ibu dari suami;

nama lengkap ibu dari stami;
<ewarganegaraan ibu dari suam:;
agama/kepercayaan ibu dari suami;
nama organisasi kepercayaan;

zempat lahir ibu dari suami;

tanggal, bulan, tahun lahir ‘bu dari suami;
a.amat ibu dari suami;

nekerjaan ibu dari suami;

NIK/NIT :stri;

nomor KK istri;

nomor paspor istri,

nama lengkap istri;

kewarganegaraan istri;

tempat lahir istri;
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tanggal, bulan, tahun lahir istri;

azlamat istri;

pendidikan terakhir istri;
agama/kepercayaan istri;

rama organisasi penghavat kepercavaan;
rekerjaan istri;

istri sebagai anak ke;

status kawin istri sebelum perkawinan ini;
perkawinan istri yang ke;

NIK/NIT ayah dari istri;

rama lengkap ayah dari istri;
kewarganegaraan ayah dari istri;
agama/kepercayaan ayah dari istri;
rama organisasi kepercayaan;
tempat lahir ayah dari istri;
tanggal, bulan, tahun lahir ayah dari istri;
alamat ayah dari istri;

pekerjaan ayah dari istri;
NIK/NIT ibu dari istri;

nama lengkap ibu dari istri;
<ewarganegaraan ibu dari istri;
agama/kepercayaan ibu dari istri;
nama organisasi kepercayaan;

zempat lahir ibu dari istri;

. tanggal, bulan, tahun lahir ibu dari istri;

a.amat ibu dari istri;
pekerjaan ibu dari istri;
NIK/NIT saksi I;

nama lengkap saksi I;
kewarganegaraan saksi I;
agama/kepercayaan saksi I;
nama organisasi kepercayaan;
zempat lahir saksi I;

zanggal, bulan, tahun lahir saksi I;

. a.amat saksi I;

nekerjaan saksi [

NZK/NIT saksi II;
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bz. nama lengkap saksi II;

ca. kewarganegaraan saksi II;

cb. agama/kepercayaan saksi II;

cc. nama organisasi kepercayaan;

cd. tempat lahir saksi II;

ce. tanggal, bulan, tahun lahir saks: II;

cf. alamat saksi II;

cg. pekerjaan saksi II;

ch. tanggal pemberkatan perkawinan;

ci. hari, tanggal, bulan, tahun melaporkan perkawinan;

cj. waktu melaporkan perkawinan;

ck. agama/kepercayaan,;

cl. nama/organisasi kepercayaan;

cm. nama lembaga peradilan;

cn. nomor putusan/penetapan pengadilan;

co. tanggal putusan/penetapan pengadilan;

cp. rama pemuka agama/pemuka kepercayaan;

cq. :z:n perwakilan bagi WNA/nomor;

cr. “umlah anak yang telah diakui dan cisahkan;

cs. nama anak;

ct. nomor, tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anzak;

cu. nama notaris, nomor dan tanggzl, tulan dan tahun akta
notaris mengenai perjanjian perkawinan;

cv. ncmor akta kawin;

cw. tanggal akta perkawinan;

cx. zanggal cetak kutipan akta perkawinan;

cy. nema petugas pelayanan; dan

cz. ncmenklatur, nama, nomor induk pegawai, tanca Zengan

pzjabat Pencatatan Sipi..

Pzsal 15
Data pembatalan perkawinan sebagzimzna dimaksud calam
Pasal 7 ayat (4) huruf d, terdiri dari elemen data:
a. NIX/NIT suami;
b. nomor KK suami;
C. nomor paspor suami;

d. nama lengkap suami;
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kewarganegaraan suami;

tempat lahir suami;

tanggal, bulan, tahun lahir suami;
a.amat suami;

pendidikan terakhir suami;
egama/kepercayaan suami;

nama organisasi penghayat kepercavaan,;
pekerjaan suami;

perkawinan suami yang ke;

istri suami yang ke (bagi yang poligemi);
MNIK/NIT ayah dari suami;

nama lengkap ayah dari suami;
kewarganegaraan ayah dari suami;
agama/kepercayaan ayah dari suamri;
rama organisasi kepercayaan;

tempat lahir ayah dari suami;

tanggal, bulan, tahun lahir ayah dari suami;
alamat ayah dari suami;

pekerjaan ayah dari suami;

NIK/NIT ibu dari suami;

nama lengkap ibu dari suami;
kewarganegaraan ibu dari suami;
agama/kepercayaan ibu dari suami;
nama organisasi kepercayaan;

tempat lahir ibu dari suami;

tanggal, bulan, tahun lahir ibu dari suami;
alamat ibu dari suami;

rekerjaan ibu dari suami;

NIK/NIT istri;

nomor KK istri;

7I0MOr paspor istri;

nama lengkap istri;

kewarganegaraan istri;

tempat lahir istri;

tanggal, bulan, tahun lahir istri;

alamat istri;

pendidikan terakhir istri;
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agama/kepercayaan istri;

rama organisasi penghayat kepercavaan;
pekerjaan istri;

perkawinan istri yang ke,

NIK/NIT ayah dari istri;

nama lengkap ayah dari istri;

kewarganegaraan ayah dari istri;
agama/kepercayaan ayah dari istri;

nama organisasi kepercayaan;

tempat lahir ayah dari istri;

tanggal, bulan, tahun lahir ayah dari istri;

alamat ayah dari istri;

pekerjaan ayah dari istri;

NIK/NIT ibu dari istri;

nama lengkap ibu dari istri;

kewarganegaraan ibu dari istri;
agama/kepercayaan ibu dari istri;

rama organisasi kepercayaan;

tempat lahir ibu dari istri;

tanggal, bulan, tahun lahir ibu dari istri;

alamat ibu dari istri;

nekerjaan ibu dari istri;

—anggal perkawinan secara agama yang dibatalkan;
nomor akta dan tanggal perkawinan vang dibatalkar,
nomor, tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan,;
alasan pembatalan;

nama pengadilan;

nomor putusan/penetapan pengadilan;

~enggal putusan/penetapan pengadilan;

nama petugas pelayanan;

nomenklatur, nama, nomor induk pegawai, tanca zangan

nejabat Pencatatan Sipil; dan

tanggal pelaporan perkawinan jika akta perkawinan -erbit

di luar negeri.
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Pasal 16

—

Data Perceraian sebagaimana dimaksuc dalam Pasal ~ ayat
(4) huruf e, terdiri dari elemen data:

NIK bekas suami,

b. nomor KK bekas suami;

c. rnomor paspor bekas suami;

d. rama lengkap bekas suami;

e. kewarganegaraan bekas suami;

f.  tempat lahir bekas suami;

g. tanggal, bulan, tahun lahir bekas suami;
h. zlamat bekas suami;

1.  pendidikan terakhir bekas suamsi;

J- agama/kepercayaan bekas suarri;

k. pekerjaan bekas suami,

1. perceraian suami yang ke;

m. NIK/NIT bekas istri;

n. nomor KK bekas istri;

0. momor paspor bekas istri;

p. nama lengkap bekas istri;

q. <ewarganegarszan bekas istri;

r. zempat lahir bekas istri;

s. tanggal, bulan, tahun lahir bekas ist-i;

t.  aiamat bekas istri;

u. nendidikan terakhir bekas istri;
v. agama/kepercayaan bekas istri;
w. pekerjaan bekas istri;

X.  perceraian istri yang ke,

y. ¥ang mengajukan perceraian;

z nomor akta kawin;

aa. tanggal akta kawin;

ab. tempat pencatatan perkawinan;
ac. nocmor putusan pengadilan;

ad. tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan;
ae. nama pengadilan;

af. tempat kedudukan lembaga peradilan;
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nomor, tanggal, bulan, tahun sura: keterangan panitera
pengadilan yang menyatakan putusan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

hari, tanggal, bulan, tahun melapor;

comisili perceraian;

nomor akta perceraian,;

nama petugas pelayanan;

nomenklatur, nama, nomor induk pegawai, tanda tangan
pejabat Pencatatan Sipil;

rama dan tanda tangan pelapor; dan

tanggal pelaporan perkawinan jixa akta perkaw:nan terbit

di luar negeri.

‘Pasal 17

Datz pembatalan perceraian sebagaimena dimsksud <alam

Pasal 7 ayat (4) huruf f, terdiri dari elemen data:

a.
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NIK/NIT suami,

nomor KK suami;

nama lengkap suami,
kewarganegaraan suai;
tempat lahir suami;

tanggal, bulan, tahun suami;
alamat suami;

zendidikan terakhir suami;
agama/kepercayaan suami,
nama organisasi kepercayvaan;
nekerjaan suami;

nerceraian yang ke;
nerkawinan yang ke;

:s7ri yang ke (bagi yang berpoligami);
NIK/NIT istri;

nomor KK istri;

nama lengkap istri;
L£ewarganegaraan istri;
zempat lahir istri;

zanggal, bulan, tahun istri;

alamat istri;



-24 -

v. pendidikan terakhir istri;
agama/kepercayaan istri;
nama organisasi kepercayaan;

pekerjaan istri;

NS oX €

perceraian yang ke;

aa. perkawinan yang ke;

ab. jumlah anak;

ac. yang mengajukan pembsztalan perceraian;

ad. nomor akta perkawinan;

ae. tanggal, bulan, tahun akta perkawiran;

af. tempat pencatatan perkawinan;

ag. nomor akta perceraian;

ah. tanggal, bulan, tahun akta perceraizn;

al. nomor putusan pengadilan;

aj. tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan;

ak. nama pengadilan;

al. kedudukan lembaga peradilan;

am. tanggal, bulan, tahun pelaporan perceraian jika
perceraian terjadi di luar negeri;

an. nama petugas pelayanan; dan

ao. romor surat keterangan pembatalan perceraian.

Pasal 18
Data xematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (4)

huruf g, terdiri dari elemen data:

a. NIK/NIT,

b. nama lengkap;

C. Kewarganegaraan,

d. :enis kelamin;

e. tanggal, bulan, tahun lahir;
f.  -empat lahir;

g. agama/kepercayaan,;

h. pekerjaan;

1. alamat;

j- anak ke;

k. nari, tanggal, bulan, tahun kematian.

L. waktu kematian;
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sebab‘ kematian;

tempat kematian;

yang menerangkan kematian;
NIK/NIT ayah;

nama lengkap ayah;
kewarganegaraan ayah;

tanggal, bulan, tahun lahir ayah;
pekerjaan ayah;

alamat ayabh;

NIK/NIT ibu;

nama lengkap ibu;
kewarganegaraan ibu,;

tanggal, bulan, tahun lahir ibuy;
pekerjaan ibu;

alamat ibu;

NZK/NIT pelapor;

nama lengkap pelapor;

tanggal, bulan, tahun lahir pelapcr;
pekerjaan pelapor;

alamat pelapor;
kewarganegeraan saksi I;
NZK/NIT saksi I,

nama lengkap saksi I;

zanggal, bulan, tahun lahir saksi I;
nekerjaan saksi I

alamat saksiI;

Kewarganegaraan saksi II;
NIK/NIT saksi II;

nama lengkap saksi II;

zanggal, bulan, tahun lahir saksi II;
nekerjaan saksi II; dan

alamat saksi II.
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Pasal 19

Datza pengangkatan anak sebagaimana cimaxksud dalam Pasal

7 ayat (4) huruf h, terdiri dari elemen data:

a.

o
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ab.
ac.
ad.

ac.

af.

ag.

NIK/NIT;

nama lengkap anak angkat;

tempat lahir anak angkat;

tanggal, bulan, tahun lahir anak angkat;
jenis kelamin anak angkat;

a:amat anak angkat;
agama/kepercayaan arak angkat;
nomor akta kelahiran anak angkat;
tanggal, bulan, tahun penerbitan akta kelahiran;
d:nas kependudukar: dan pencatatan sipil
kabupaten/kota yang menerbitkan zkta kelahiran;
NIK/NIT ibu kandung;

nomor KK ibu kandung;

nomor akta perkawinan,;

nama lengkap ibu kancung;
kewarganegaraan ibu kandung;

tempat lahir ibu kandung;

tanggal lahir ibu kandung;

alamat ibu kandung;
agama/kepercayaan;

pekerjaan ibu kandung;

NIK/NIT ayah kandung;

zomor KK ayah kandung;

nomor akta perkawinar:;

nama lengkap ayah kandung;
gewarganegaraan ayah kandung;
zempat lahir ayah kandung;

tanggal lahir ayah kandung;

alamat ayah kandung;
agama/kepercayaan ayah kandung;
ockerjaan ayah kandung;

NIK/NIT ibu (orang yang mengangkat);
nomor KK ibu {orang yang mengangkat);

nomor akta perkawinan ibu (orang yang mengangkar;
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nama lengkap ibu(orang yang mengzangkaz);
kewarganegaraan ibu (orang yarg mengangkat);

nomor paspor ibu (orang yang mengangkat);

tempat lahir ibu (orang yang mengargkati;

tanggal lahir ibu (orang yang mengangkat);

a.amat ibu (orang yang mengangkat:;

agama/kepercayaan ibu (orang yang mengangkat);
pekerjaan ibu (orang yang mengangkat);

NIK/NIT ayah (orang yang mengangkat);

romor KK ayah (orang yang mengangkat);

romor akta perkawinan ayah (orang yang mengangkat);
nama lengkap ayah (orang yang mergangkat);
kewarganegaraan ayah (orang yang mengangkat;

nomor paspor ayah (orang yang mengangkat);

tempat lahir ayah (orang yang mengangkat);

tanggal lahir ayah (orang yang mengzangkat);

alamat ayah (orang yang mengargksz);
agama/kepercayaan ayah (orang yang mengangkat:;
pekerjaan ayah (orang yang mengangkat);

romor penetapan pengadilan;

tanggal, bulan, tahun penetapan pengadilan;

rama pengadilan;

kedudukan pengadilan;

petugas pelayanan,;

nonemklatur, nama, nomor induk pzgawai, tanda -angan
nejabat pencatatan sipil;

nomor surat keterangan pengangkatan anak warga
negara asing oleh WNI di luar negeri;

nama perwakilan yang menersitkan surat keterangan
pengangkatan anak;

tempat dikukuhkan surat keterangan pengangkatan
arak;

tanggal dikukuhkan surat keterangan pengangkatan
ar.ak; dan

dinas kependudukan dar pencatatar sipil
kabupaten/kota yang mengukuhkan surat keterangan

pengangkatan anak.
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Pasal 20

Data pengakuan anak sebagaimana dirmaksud dalam Fasal 7

ayat (4) huruf i, terdiri dari elemen data:

a.

o

o o
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ad.

ac.

af.

ag.

NIK /NIT;
nama lengkap anak;

tempat lahir anak;

tanggal lahir enak;

jenis kelamin anak;

alamat anak;

agama/kepercayaan;

anak ke;

nomor akta kelahiran;

tanggal/bulan/tahun penerbitar. akza kelahiran;
cdinas kependudukan den pencatatan sipil
kabupaten/kota yang menerbitkan akta kelahiran;
NIK/NIT ibu;

rromor KK ibu;

nama lengkap ibu;

kewarganegaraan ibu;

tanggal, bulan, tahun lahir ibu;

pekerjaan ibu;

alamat ibu; ,

NIK/NIT ayah (yang mengakui anakj;

rama lengkap ayah (yang mengakui anak);
Kewarganegaraan ayah (yang mengaxui anak];
tanggal, bulan, tahun lahir ayah (yarg mengakui anax);
cekerjaan ayah (yang mengakui anak);

alamat ayah (yang mengekui anak);

NIK/NIT saksi I

nama lengkap saksi I;

Kewarganegaraan saksi I;

“empat lahir szksi I;

tanggal, bulan, tahun lahir saksi I;

nekerjaan saksi [

alamat saksi I;

NIK/NIT saksi II;

nama lengkap saksi II;
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kewarganegaraan saksi II;

tempat lahir saksi II;

tanggal, bulan, tahun lahir saksi I;
pekerjaan saksi II;

alamat saksi II;

nomor putusan/penetepan pengadilan;
tanggal putusan/penetapan pengadilan;
nama pengadilan; dan

kedudukan lembaga peradilan.

Pasal 21

Data pengesahan anak sebagaimana cimaksud dalam Pasal 7

ayat (4) huruf j, terdiri dari elemen data:

a.
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NIK/NIT anak;

rama lengkap anak;

tempat lahir anak;

tanggal lahir anak;

jenis kelamin anak;

zlamat anak;

agama/kepercayaan anak;

anak ke;

—omor akta kelahiran anak;
tanggal/bulan/tahun penerbitan akta kelahiran:
dinas kependudukan dan pencatatan
«zabupaten/kota yang menerbitkan axta kelahiran;
NIX/NIT ibu kandung;

nomor KK Ibu kandung;

nama lengkap ibu kandung;

fewarganegaraan ibu kandung;

tanggal, bulan, tahun lzhir ibu kandung;
nekerjaan ibu kandung;

alamat ibu kandung;

nomor akta perkawinan/buku nikah;

NIK/NIT ayah kandung;

nzma lengkap ayah kandung;

fewarganegaraan ayah <andung;

carggal, bulan, tahun lahir ayah kandung;

sipil
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x. zekerjaan ayah kandung;

y. alamat ayah kandung;

z. nomor akta perkawinan/buku nikak;
aa. NIK/NIT saksi I;

ab. nama lengkap saksi I;

ac. kewarganegaraan saksi [;

ad. tempat lahir saksi II;

ae. tanggal, bulan, tahun lahir saks: I;

af. pekerjaan saksiI;

ag. alamat saksi[;

ah. NIK/NIT saksi II;

ai. nama lengkap saksi II;

aj. kewarganegaraan saks: II;

ak. tempat lahir saksi I,

al. tanggal, bulan, tahun lahir saks: II;
am. pekerjaan saksi II;

an. alamat saksi II;

ao. nomor putusan/penetapan pengadilan;
ap. tanggal putusan/penetapan pengadiian;
aq. nama pengadilan; dan

ar. kedudukan lembaga peradilan.

Pasal 22
Date perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pzsal 7

ayat (4) huruf k, terdiri dari elemen data:

a. NIK/NIT;

b. romor KK;

C. rama lama;

d. nama baru;

e. nomor akta-akta Pencazatan Sipil;

f.  zanggal/bulan/tahun penerbitan axta-akta Pencatatan
Sipil;

g. nstansi pelaksana/kantor perwakilan/instansi negara

.ain yang menerbitkan akta-akta Pencatatan Sip:l;
h.  NIK/NIT orangtua/wali (bagi yang dibawak umu-);
i.  nomor KK orangtua/wali (bagi yang cibawah umur;

j.  nama lengkap orangtua/wali (bagi yang dibawak untir);
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kewarganegaraan orangtua/wzli ‘bagi yang dipawah
umur);

tempat lahir orangtua/wali (bag: yang dibawah umtr);
tanggal, bulan, tahun lahir crangtua/wali (bag. vang
dibawah umur);

pekerjaan orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
alamat orangtua/wali (bagi yang ditawah umur);

nomor putusan pengadilan;

tanggal/bulan/tahun;

putusan pengadilan; dan

nama pengadilan kedudukan lembaga peradilan.

Pasal 23

Data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana

dimeaksud dalam Pasal 7 ayat (4) auvruf 1, terdiri dari elemen

data.

a.
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NIK/NIT;

nomor KK;

nama lengkap;

tempat lahir;

tanggal, bulan, tahun lahir;

jenis kelamin;

alamat;

agama/kepercayaan;

~omor akta-akta Pencatatan S:pil;

tanggal/bulan/tahun penerbitan zkta-akta Pencatatan
Sipil;

nstansi pelaksana/kantor perwak:lan/instansi negara
.ain yang menerbitkan akta-akta Percatatan Sipil;
Kewarganegaraan lama;

Kewarganegaraan baru;

nama suami atau istri;

NIK suami atau istri;

10mMOor paspor;

nomor avidafit;

nomor keputusan presiden;

zanggal/bulan/tahun keputusan presiden,;
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—omor berita acara sumpabh;

tanggal,/bulan/tahun berita acara sumpah;

nomor keputusan menteri yang menyelenggarakan
~rusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia; dan

tanggal/bular/tahun keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 24

Date peristiwa perting lainnya sebagaimana dimaksuc¢ dalam

Paszl 7 ayat i4) huruf m, terdiri dari elemen data:

o

a0

@ oo

R e e

5 g

©

©

NIK/NIT;

nomor KK;

nama lengkap;

nomor akta kelahiran;
jenis kelamin lama;

jenis kelamin baru;

tempat kelahiran;

tanggal kelahiran;

elamat;

pendidikan terakhir;
agama/kepercayaan;
pekerjaan;
kewarganegaraan;

romor putusan pengadilan;
tanggal putusan pengadilan;
nama pengadilan; dan

zedudukan lembaga peradilan.

Pasal 25

Data pembetulan akta sebagaimana dimaksud dzlam Pasal 7

ayat ‘4) huruf n, terdiri dari elemen data:

a.
b.

C.

NIK/NIT;
nomor KK;
nama lengkap;

nomor akta yang akan dibetulkan/dirarik;
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tempat kelahiran;

tanggal kelahiran,

alamat;

agama/kepercayaan;

jenis kelamin,;

kewarganegaraan,;

NIK/NIT orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);

nomor KK orangtua/wali (bagi yang dibawah umur):
nama lengkap orangtua/wali (bagi yang dibawah umur);
kewarganegaraan orangtua/weli ‘bag: yang cibawah
umur) ;

tempat lahir orangtua/wali (bagi yang dibawah umutz);
tanggal, bulan, tahun lahir orangtua/wali (bagi yang
dibawah umur);

pekerjaan orangtua/weali (bagi yang dibawah umur.
alamat crangtua/wali (bagi yang dibawah umur);

nomor putusan pengadilan;

tanggal putusan pengadilan;

nama pengadilan; dan

kedudukan lembaga peradilan.

Pasal 26

Date pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (4) huruf o, terdiri dari elemen data:

a.

o

= 0 a0

5 0

[N

NIK/NIT;

r-omor KK;

akta yang dibatalkan;
nomor akta yang dibatalkan;
nama lengkap;

-enis kelamin;

zempat lahir;

“anggal, bulan, tahun lahir;
alamat;

nendidikan terakhir;
agama/kepercayaan;
oekerjaan;

LKewarganegaraan;
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n. nomor putusan pengadilan;
o. zanggal/bulan/tahun putusan pengadilar;
p. nama pengadilan; dan

q. kedudukan lembaga pengadilan.

Pasal 27
Dalam hal terdapat penambahan selain elemen data
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 9 aya: (2) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 12 sampai
dengan Pasal 26 berpedoman sesuai dergan kezentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perargkat Teknologi Informasi den Komunikasi

Pasal 28
Perangkat teknologi informasi dan <omunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b. terdi-i dari:
a. perangkat keras;
b. perangkat lunak; dan

c. jaringan komunikasi data.

Pasal 29
(1) Perangkat keras sebagaimana dimaxsud dalam Fasa. 28
kuruf a, terdiri dari:
a.  server utama pada Pusat Data;
=.  server cadangan pada Pusat Data Cadangan;
c.  perangkat penyimpanan data pada Pusat Data dan
Pusat Data Cadangan;
d. perangkat tape backup pada Pusat Data car Pusat

Data Cadangan;

<

perangkat keras jaringan komputer pada Pusat
Data, Pusat Data Cadangan dan Satuan Xerja
Pelaksana;

Py

komputer kerja pada Pusat Data, Pusa- Data

Cadangan dan Satuan Kerja Pelaksana;
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g. perangkat keras pendukung catu daya power
supply) pada Pusat Data den Frisat Data Cadangan;

n.  perangkat pendukung di Satuan Kerja Pelaxsana
antara lain printer, alat permindai, ala: perskam
pasfoto, alat perekam sidik jari tangan, alat perskam
tanda tangan, alat perekam iris mata, ala: pembaca
dan/atau penulis KTP-el, c.at pencetak KTP-¢i; dan

i.  perangkat pendukung lainrya.

Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf h, yaitu perangkat perekam pasfoto, perekam

sidik jari tangan, perekam iris mata, perekam: tanda

tangan, alat pembaca dan/atau peaulis KTF-el serta alat

pencetak KTP-el melalui proses wuji kualiites dan

kompabilitas  oleh  melalui  Direktorat  Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

P=rangkat lunak sebagaimana cimzksud dalam Pasal 28

huruf b, terdiri dari:

a  sistem operasi berlisensi dan sistem operasi cengan
sumber terbuka;

b program pendukung berlisensi dan dengan program
pendukung sumber terbuke;

c. sistem Basis Data berlisens: dan sumber terbuka;

d. sistem pengamanan anti virus dan operangkat
pengaman jaringan,;

e. program aplikasi SIAK; dan

f.  sistem aplikasi biometrik KTP-e..

Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf c, terdiri dari:

a. media jaringan lokal dengar: kanel dan nirkabel yang
dapat mengkomunikasikan datz;

D. media jaringan tertutup; dan

c.  media jaringan tertutup ci atas jaringan publik.
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Bagian Ketiga

Sumber Days Manusia

Pasal 30

Surmber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3

ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a.

oo

5w ™o

e

- e

N

©

i

oejabat administrator yang membicangi:

1)  Pusat Data dan Pusat Cata Cacangan; dan

2) pengelolaan data SIAK.

melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri mengenai organisasi dan tata ker-a.

pejabat pengawas yang membidangi:

1)  Pusat Data;

2) Pusat Data Cadangan;

3) aplikasi SIAK;

4) jaringan komunikssi daza;

S5) pengolahan Data Kependudukan; dan

6) penyajian Data Kependuduxan.

melaksanakan tugas sebagaimzna diatur dzlam
Peraturan Menteri mengenai organisasi dan tata kerja.
manajer pusat Pengembangan SIAK;

manajer pusat pelayanan bantuan dan caii center,
supervisor pelayanan bantuan,

supervisor pelayanan call center;

administrator Basis Data SIAK:

administrator aplikasi SIAK;

administrator perangkat keras pusat Pengembangan
SIAK;

administrator jaringan pusat Pergembangan SIAK;
administrator perangkat keras Pusat Data;

administrator perangkat keras Pusat Data Cadangar;
administrator jaringan Pusat Data;

administrator jaringan Pusat Data Cadangan;
administrator pengelolaan daza SIAK:

administrator pengelolaan SIAK di Satuan Kerja
Pelaksana;

mstruktur pelatihan SIAK;
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verifikator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana;
cperator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana; dan

tenaga pendukung operasional SIAK.

Pasal 31

Manajer pusat Pengembangan SIAK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf ¢, melexat pada pejabat
administrator yang membidengi pengkajian dan
~engembangan SIAK.

Manajer pusat Pengembangan SIAK sebagsimana
dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk bertarggung
jawab terhadap operasioral perangkat pusat
Pengembangan SIAK, pengkajien dan Pengembangan
SIAK.

Pasal 32

Manajer pusat pelayanan bantuan dan call center
sebagaimana dimaksud dalam Pasa: 30 huruf d, melekat
pada pejabat administrator yarg membidangi tata kelola
dan sumber daya manusia teknologi informas: dan
komunikasi.

Manajer pusat pelayanan bantuan dan call -enter
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas antuk
bertanggung jawab terhadap operasional pusat pelaranan

bantuan dan call center.

Pasal 33

Supervisor pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud
delam Pasal 30 huruf e, melekat pada pejabat pengawas
vang membidangi tata kelola zeknologi informasi dan
somunikasi.

Supervisor pelayanan bantuan sebagaimana dimzksud
nada ayat (1), bertugas:

a. mengidentifikasi permasalahar layanan bantuan

yang digunakan secara komprehensif:

2. memantau terhadap kinerja layanan bantuan secara

optimal; dan
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c. melakukan pengawasan terhadap beroperasinya

layanan bantuan yang digunakan.

Pasal 34
Supervisor pelayanan call center sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf f, melekat pada psjabat pergawas
vang membidangi sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi.
Supervisor pelayanan call center sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bertugas:
a. mengidertifikasi permasalahan layanan cal! center
yang digunakan secara komprehensif;
b. memantau terhadap kinerja layanan call center
secara optimal; dan
c. melakukan pengawasan terkadap beroperasinya

layanan call center yang digunakan.

Pasal 35

Administrator Basis Data SIAK sebagaimana dimeksud
dalam Pasal 30 huruf g, melekat pada jabatan fungsional
umum yang membidangi Pengembangan SIAK.
Administrator Basis Data SIAK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dertugas:

2. melakukan pemeliharaan integritas data dan sstem

Basis Data;
k. melakukan pengamanan dan pengawasan sistem

Basis Data;

1

memantau akses dan optimalisasi kinerja ternadap
Basis Data;
4. menyimpan Data Cadangan ke dalam server

cadangan atau media peryimpean datz lainnya;

STJ

melakukan pemulihan Bzasis Daza; dan

L

membuat dan menonaktifkar Hax Akses atas
persetuyjuan pejabat pengawas yang membidangi

aplikasi SIAK.
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Pasal 36
Administrator aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf h, melekat pada ‘abatan fungsional
umum yang membidangi aplikasi SIAK.
Administrator aplikasi SIAK setagzimana dimaksic pada
ayat (1), bertugas:
a. melakukan pemeliharaan integritas sistem aplikasi
SIAK;
melakukan pengamanan dan pengawasan aplikasi
SIAK;
c. memantau akses dan optimalisasi kinerja terhadap

aplikasi SIAK;

o

d. menyimpan cadangan aplikasi SIAK ke daiam server
cadangan atau media penyimpan daza lainnya;

e. melakukan pemulihan aplikas: SIAK;

f.  membuat dan menonaktifkan Hak Akses &ztas
persetujuan pejabat pergawas aplikasi SIAX; dan

g melakukan pemutakhiran versi aplikasi SIAK atas
persetujuan pejabat pengawas yang membidangi
aplikasi SIAK.

Pasal 37
Adminiszrator perangkat keras pusat Pengembzngan
SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C kuruf i
melekat pada jabatan fungsional umum yang
membidangi infrastruktur pada pusat Pengembangan
SIAK.
Administrator perangkat keras pusat Pengembangan
SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertuges:
a. merginventarisasi perangket keras pusat
Pengembangan SIAK;
D. mengidentifikasi permasalahan perangkat keras
pusat Pengembangan SIAK yang cigunakan secara

komprehensif;

0

memantau  kinerja  perangkat keras ousat

Pengembangan SIAK secara optimal;
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d. mengawasi terhadap pemeliharaan dan pengamanan
beroperasinya perangkat keras pusat Pengembkangan
SIAK yang digunaxan; dan

e. memberikan rekomendasi xepada pejabat pergawas

yang merbidangi jeringan <omunikasi data.

Pasal 38

Administrator jaringan pusa: Pengembangan SIAK

sebagaimana dimaksud dalam Paszl 30 huruf j, melekat

pada jabatan fungsional umum yarg membidangi
jaringan komunikasi data.

Administrator jaringan pusa: Pengembangan SIAK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a. menginventarisasi jaringan pusat Pengembkangan
SIAK;

b. mengidentifikasi permasalahan jaringen pusat
Pengembangan SIAK yang digunakan secara
komprehensif;

c. memantau kinerja jaringan pusat Pengembsnrgan
SIAKsecara optimal;

d. mengawasi pemeliharaan dan pengsrmanan
beroperasinya jaringan pusat Pengembangan SIAK
yang digunakan; dan

e. memberikan rekomendasi kepada pejabat pengawas

yang membidangi jaringan komunikasi data.

Pasal 39
Administrator perangkat keras Pusat Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf k, melekat paca jabatan
“ungsional umum yang membicangi infrastruktur pada
“usat Data.
Administrator perangkat keras Pusat Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bertugas:
a  menginventarisasi perangkat keras Pusat Datg;
5. mengidentifikasi permasalahan perangkat keras

Pusat Data yang digunakan secara komprehersif;
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c. memantau kinerja perangka: keras Pusat Data
secara optimal;

mengawasi pemeliharaan dan pengarmanan

0.

beroperasinya perangkat keras Pusa: Data yang

digunakan; dan

S'D

memberikan rekomendasi kepada pejabat pergawas

yang membidangi Pusat Data.

Pasal 40

Administrator perangkat keras Pusat Data Cadangan

sebagaimana dimaksud dalam Paszl 30 auruf 1, melekat

pada jabatan fungsional umum yang mem=oidangi
infrastruktur pada Pusat Data Cadangan.

Administrator perangkat keras Pusat Data Cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7}, bertugas:

a. menginventarisasi perangkat keras Pusar Data
Cadangan;

b. mengidentifikasi permasaiahan perangkat keras
Pusat Data Cadangan veng digunakan secara
komprehensif;

c. memantau Kkinerja perangkat keras Pusat Data
Cadangan secara optimal;

d  melakukan pengawasan terhacap pemeliharazn dan
pengamanan beroperasinys perangkat keras Pusat

Data Cadangan yang digunakar; dan

]

memberikan rekomendasi kepada pejabat pengawas

yang membidangi Pusat Data Cadangan.

Pasal 41
Administrator jaringan Pusat Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf m, melekat pada japatan
fungsional umum yang membidangi ;aringan Pusat Data.
Administrator jaringan Pusat Data sebaga:mana
dimaksud pada ayat (1), bertugas:
a. menginventarisasi perangkat jaringan Pusat Dara;
o. mengidentifikasi permasalahan perangkat jarngan

Pusat Data yang digunakan secara komprehersif;
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c. memantau kinerja perangkat jaringan Pusat Data
secara optimal;

¢. melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan dan
pengamanan beroperasinya perangkat aringan

Pusat Data yang digunakan; dan

)

memberikan rekomendasi kepada pejabat pergawas

yang membidangi Pusat Data.

Pasal £2
Administrator  jaringan Pusat Data Cacangan
sebagaimana dimaksud dalam Paszl 30 huruf n, melekat

zada jabatan fungsional umum yang membidangi

;aringan pada Pusat Data Cadar.gar..

Administrator  jaringan Pusat Data Ceacangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (), bertugas:

a. menginventarisasi perangkat jaringan Pusat Data
Cadangan;

b. mengidentifikasi permasalahan perangka: jaringan
Pusat Data Cadangan veng digunakan secara
komprehensif;

c. memantau kinerja perang<at jaringan Pusat Data
Cadangan secara optimal;

d. melakukan pengawasan terhacap pemeliharazn dan
pengamanan beroperasinva perangkat jaringan

Pusat Data Cadangan yang digiznakan; dan

4]

memberikan rekomendas: kepada pejabat pengawas

yang membidangi Pusat Data Cadangan.

Pasal 43

Administrator pengelolaan dzta SIAK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf o, melekat pada jzbatan
“ungsional umum yang membidargi pengelolaan data
SIAK.

Acministrator pengelolaan data SIAK sebaga:mana
dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a. menjaga akurasi dan konsistersi data Penducuk di

dalam Basis Data Kependudukean;
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2. melakukan verifikasi dan valicasi data; dan
c. melakukan pengolahan data untuk penvaiian dan

pemanfaatan data berskala nasional.

Pasal 44

Administrator pengelolaan SIAK Satuan Kerja Pelaksansa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf p, —elekat

rada Satuan Kerja Pelaksana yarg membtidangi

pengelolaan informasi Administrasi Xependudukan.

Administrator pengelolaan SIAK Sztuan Kerja Pelzksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (), bertugas:

a. melakukan pengelolaan operasional SIAK di Satuan
Kerja Pelaksana,;

b. melakukan pengelolaan perangkat ke-ras dan
perangkat lunak di Satuan Ker'a Pelaksana;

c. melakukan pengelolaan perangkat jaringan di
Satuan Kerja Pelaksana;

d. melakukan pelaporan penyajian cata di Satuan
Kerja Pelaksana melalui aplikasi SIAK;

e. melakukan pelaporan permesalahan operasional
SIAK pada pusat layanan bantuan; dan

f.  melakukan koordinasi penyelesaian permasziahan
layanan adminstrasi keperdudukan melalui aplikasi
SIAK ke pusat.

Pasal 45
Iestruktur pelatihan SIAK sebagaimana dimaksud calam
Pasal 30 huruf q, yaitu aparatur sipil negara yang telah
mengikuti pelatihan bidang SIAK.
-astruktur pelatihan SIAK sebzgaimmana dimaksud pada
ayat (1), bertugas:
a. melakukan pelatihan operasional SIAX;
D. mengawasi pelaksanaan pelatiban operasional SIAK;

dan

5’)

memberikan penilaian ujian pelatihan operasional

SIAK.
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| Pasal 46

Verifikator aplikasi SIAK pada Sztuan Kerja Pelzksana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf r, relekat

pada jabatan fungsional umum yang membidangi
pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.

Verifikator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a. melakukan verifikasi dan vaiidasi antara formulir
layanan Administrasi Kependudukan dengar hasil
inrut operator SIAK;

k. memberikan persetujuan atau penolakan hasii input
operator SIAK; dan

c.  memberikan persetujuan ateu penolakan proses

pencetakan Dokumen Kependudukan.

Pasal 47

Cperator aplikasi SIAK pada Satuan Keria Pelaxsana
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf s, melekat
pada jabatan fungsional umum yang membidangi
operasional SIAK.

Gperator aplikasi SIAK pada Sataan Kerja Peizksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a. melakukan perekaman data P=ndaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil; dan

b.  melakukan pencetakan Dokumen Kependuduksan.

Pasal 48

Tenaga pendukung operasional SIAK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf t, melekat paca japatan
“ungsional umum yang membidangi sperasional SIAX.

Tenaga pendukung operasioral SIAK sebagamana
dimaksud pada ayat (1), Dbertugas melakukan
nemeliharaan dan perbaikan terhacap perangkat «<eras,
perangkat jaringan komputer, perangkat pencingin
Tuangan, perangkat catu daya listrixk dan alat pemadam

kebakaran.
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Pasal 4¢
(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksad dalam
Pasal 30, melakukan pelaporar: pada pejebat langsung di
atasnya sesuai dengan tugasnya.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai

bahan evaluasi untuk meningkatkan peleksanaar —ugas.

Pasal 5C
Dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dirmaksud
dalem Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 avat (1), Pasal 37 avat (1),
Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Paszl 40 ayat (1), Pasal 41
ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayar (1) dan Pasal 48 ayat
(1), belum dapat dipenuhi oleh Menzeri melalui Direktur
Jenderal Kependudukan dan Pasal 44 ayat (11, Pasal 45 ayat
(1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat ‘1) dan Pasal 48 avat (1),
belum dapat dipenuhi oleh gubernur dan bupati/wali kota,
peng.sian sumber daya manusia dilakukan dexgan cara.
a. mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia;
dan
b. mempekerjakan pegawai negeri sipil dari lembaga
pemerintah lainnya/perangkat daerah leinnya,
perguruan tinggi atau tenaga ah.i/tenaga pendukung
perseorangan yang mempunyzai <emamguan di bicangnya
sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-

undangan.

Bagian Keempat

Pemberi dan Pemegang Hax Akses

Pasal 51

(1) Menteri selaku pemberi dan pemegang Hak Akses SIAK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huraf d.

(2) Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencataten Sipil sebagai
renanggungjawab pemberi dan pemegang Hak Akses.

(3) Hak Akses SIAK sebagaimanz dimaksud pada ayat (1),

zerdiri dari Hak Akses untuk Penye.enggara dan 3ztuan
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Kerja Pelakszna.

Pasal 52
Penyelenggara sebagaimana cimaxsud dalam Pasal 51
ayat (3), terdiri dari:
a. Sekretaris Direktorat Jerderal Kependuduksn dan
Pencatatan Sipil,
b. Direktur  Pengelclaan Informesi Admiristrasi
Kependudukan; dan
c. sumber daya manusia sebaga‘mana dimaksud
“dalam Pasal 30 huruf a sampa: dengan huruf o.
Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (3), terdiri dari sumber dayz marusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasz. 30 huruf p, huruf r,
dan huruf s.
Sumber daya manusia Penyelenggara dan Sa-uan Kerja
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) car: ayat
(2), dilarang menggunakan Hak Axses pada saar tidak
menjabat.
Direktur Pengelolaan Informasi Admirisirasi
Kependudukan sebagaimana dimzksud pada ayat (1)
huruf ¢, melaporkan  perubahan  Hax  Akses
Penyelenggara kepada Direktur Jerderal Kependuacutkan
dan Pencatatan Sipil.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanz melaporkan rerapahan
Hak Akses sebagaimana dimaxsud pada ayat (2), kepada
atasan langsung.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5), digunakan sebagai penunjukan kepada nemegang
Hak Akses baru.

Bagian Kelima

Lokasi Basis Data

Pzsal 53

Lokasi Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
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perandang-undangan.

Bagian Keenam

Pengelolaan Bas:s Data

Pasal 54
Pengelolaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Zasal 3
ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 55
Pengelolaan Basis Data sebagaimana d‘maksud dala Pasal
54, -erdiri dari:
a. sistem operasi;
b. sistem Basis Data;
c. sistem pengamanan perangkat lunak dan perangkat
sengaman jaringan,;
d. aplikasi SIAK;
e. sistem biometrik; dan

f.  program pendukung.

Bagian Ketujuh

Pemeliharaan Bas:s Data

Pasal 56
Peme=liharaan Basis Data sebagaimana dimaksud dzlam Pasal
3 ayart (1) huruf g, meliputi:

a. Basis Data;

b. rperangkat keras;

c. zerangkat lunak;

d. :aringan komunikasi data;
e. Pusat Data;

f.  Data Cadangan; dan

g.  Pusat Data Cadangan.
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Pasal 57

Pemeliharaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal

56

huruf a, dilakukan dengan cara penambahan,

pembaharuan dan penghapusan data dalam Basis Data.

Pasal 58
Pemeliharaan perangkat keras sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 huruf b, terdiri dar::
a. Pusat Data dan Pusat Data Cadangzan; dan
b. Satuan Kerja Pelaksana.
Pemeliharaan perangkat keras pada Pusat Data dan
Pusat Data Cadangan sebagaimana dimaksud paca ayat
t1) huruf a, dilakukan dengan memperpanjang dukutngan
zeknik tahunan terhadap:
a. perangkat server;
b. rak server dan perangkat jaringan komputer;
c. perangkat penyimpanan data;
d. perangkat penyimpanan Dzata Cadangan;
e. perangkat jaringan kompuzer; dan
f.  perangkat komputer.
Pemeliharaan perangkat keras pada Satuan Kerja
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuruf b,
dilakuken dengan memperpanjang dukungan ==knik
tahunan terhadap:

perangkat komputer;

m

b.  perangkat jaringan komputer;
2.  perangkat perekaman biometrik;
4. perangkat pencetakan Dokumen Kependudukar:;

s'D

perangkat pemindai dokumen; dan

I perangkat perekaman tanda targan elek:ronik.

Pasal 59
“Jemeliharaan perangkat lunak setagaimana dimzksud
dalam Pasal 56 huruf c, terdiri dari:
a.  Pusat Data dan Pusat Data Cacangan; dan

D.  Satuan Kerja Pelaksana.
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Pemelikaraan perangkat lunax pada Pusat Dara dan
Pusat Data Cadangan sebagaimanza dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dilakukan dengan memperpanjang dukungan
teknik tahunan terhadap:

sistem operasi;

b. aplikasi SIAK;

sistem Basis Data;

I

@]

sistem biometrik;

.

e.  sistem monitoring; dan
z sistem pendukung lainnya.

“emeliharaan perangkat lunak pada Satuan Kerja
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) huruf b,
cilakukan dengan memperpanjang dukungan -eknik
tahunan terhadap:

a. sistem operasi; dan

k. sistem pendukung lainnya.

Pasal 60

Pemeliharaan jaringan komunikasi data sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 huru® d, dilakukan dengan cara

anterz lain:

a.

melakukan penilaian terhadap kondisi jaringan
komunikasi data;

melakukan uji unjuk kerja jaringan komunikas: data
yang digunakan;

melakukan  konfigurasi dan optimalisasi jaringan
komunikasi data;

melakukan pembaruan dan peningkatan fungsi terzadap
sistem psnunjang jaringan;

melakukan pemecahan masalah jaringan kcmunikasi
cata; dan

melakukan penggantian perangkat -aringan kcmunixasi

data yang fungsinya tidak optimal.
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Pasal 61
Pemeliharaan Pusat Data dan Pusat Data Cadangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5€ huruf e dan huruf g,
dilakukan terhadap:

perangkat pendingin ruangan;

b. perangkat pemadam kebakaran;

c. catu daya listrik dan pembangkit lisirik cadangan;
d. perangkat penyimpanan daya listrik;

e. perangkat penyimpan data monitor:ng; dan

f.  kebersihan ruangan.

Pasal 62
Pemeliharaan Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 huruf f, dilakukan untuk menjamin ketersediaan

date jika terjadi kegagalan fungsi pada Pusat Data.

Bagian Kedelapan

Pengamanan Basis Data

Pasal €3
Pengamanan Basis Data sebagaimana d:maksud dalan Pasal
3 ayat (1) huruf h, meliputi:

a. Basis Data;

b. perangkat keras;

c. perangkat lunak;

d. jaringan komunikasi data;
€. Pusat Data;

f.  Data Cadangan; dan

g. Pusat Data Cadangan.

Pasal 64
Pengamanan Basis Data sebagaimana dimaksud da’am Pasal
63 huruf a, dilakukan dengan cara, antara lain:
a. melakukan pemindahan data sebagai Data Cadangan
secara berkala;
b. memastikan sistem Data Cadengan berfungsi dengan

naik;
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c. melakukan penggantian kata kunci secara berkala:

d. menyusun rencana dan melakukan uji coba sistem
pemulihan Data Cadangan ke server Basis Data;

e. menerapkan sistem manajemen pengguna Bas:s Data;
dan

f.  membuat Hak Akses untuk setiap level penggune Basis

Data.

Pasal 65

Pengamanan perangkat keras pada Pusat Data, Pusar Data

Cadangan dan Satuan Kerja Pelaksana sebagzimana

dimaksud dalam Pasal 63 huruf t, diakukan dengan cara

antara lain:

a. melakukan penempatan perangkat xeras pada bangunan
dengan konstruksi kuat, tanan gempa, dan nebas dari
Banjir; ‘

b. memberikan nomor seri dan stker label pada perangkat
keras; dan

¢. memasang kamera pengawas pada ruangan perangkat

keras.

Pasal 66

Pengamanan perangkat lunak pada Pusat Data, P-isar Data

Cadangen dan Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana

dimeksud dealam Pasal 63 huruf ¢, dilakukan deagar cara

antara lain:

a. melakukan pemasangan antivirus yang diperbaharui
secara berkala pada server dan xomputer kerja;

b. melakukan pemasangan perangkat pengaman jaringan,;

¢c. mererapkan sistem manajemen »pengguna perengkat
‘unak;

d. membuat Hax Akses untuk setiap level opengguna
perangkat lunak;

€. pengguna perangkat lunak wajib merahasizkan dan
menyimpan dengan baik kode ctorisasi dan kata kunci;
dan

f.  menutup aplikasi layanan paca saat tidak digunakan.
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Pasal 67
Pengamanan jaringan komunikasi data sebagzimana
dimeksud dalam Pasal 63 huruf ¢, dilakukan dengzn cara
antara lain:
a. melakukan audit berkala jaringan xomun:kasi da-a:
b. melakukan identifikasi ancaman, pola, batas rormal dan
beban aktivitas jaringan komunikasi data;
c. menerapkan sistem keamanan jarirgan komunikesi data;
d. melakuxan pengujian sistem jaringan komunikas: data;
can
e. melakukan evaluasi sistem keamznan aringan

komunikasi data.

Pasal 68
Pengamanan Pusat Data dan Pusat Data Cacangan
sebegaimana dimaksud dalam Pasa. 63 huruf e dan hurof g,
dilakuvkan dengan cara antara lain:
a. menempatkan bangunan pada posisi dengan korstruksi
kuat, aman, tahan gempa, dan bebes dari banjir;
b. memiliki alat pendeteksi logam;
c. memasang peralatan identifikasi personil bsrupa
icentifikasi biometrik untuk akses ke area sensitif;
d. menerapkan penggunaan kartu akses; dan

c. memasang kamera pengawas.

Pasal 69
Pengemanan Data Cadangan sebagaimzna dimaksud calam
Pasal 63 huruf f, dilakukan dengan cara antara lain:
a. menempatkan Data Cadangan di uar Pusat Data dan
Pusat Data Cadangan yang aman; dan
b. menempatkan Data Cadangan pada ruangan dengan

kondisi suhu dan kelembapan yzang memeruhi standar.



-53 -

Bagian Kesembilan

Pengawasan Basis Deta

Pasal 70
Pengewasan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3
ayat (1) huruf i, meliputi:

a. Basis Data;

b. perangkat keras;

c. rerangkat lunak;

d. jaringan komunikasi data;
e. Pusat Data;

f.  Data Cadangan; dan

g. Pusat Data Cadangan.

Pasal 71
Pengawasan Basis Data sebagaimara d‘maksud dzlam Pasal
70 huruf a, dilakukan dengan cara antara lain:
a. memantau perubahan dan axtifitas pengakses Basis
Cata;
b. mengawasi penggunaan Hak Akses Basis Data; can
c. memastikan pengelola Basis Data tidak menyalin data ke
media di luar server Basis Data kecuzli -intuk

kepentingan lembaga.

Pasal 72
Pengawasan perangkat keras pada Pusat Data, Pusat Data
Cadeangan dan Satuan Kerja Peleksana sebaga-mana
dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dilakukan denger cara
antara lain:
a. membuat buku inventarisasi barang perangkat Zeras;
b. mencatat perangkat keras yang mesuk dan keluar dari
rtangan penempatan perangkat keras;
c. memastikan perangkat perekaman data biometrik yang
digunakan pada Satuan Kerja Felaksana memenuhi

standar alat perekaman biometrik; can
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d. memastikan perangkat peacetakan KTP-el yang
digunakan di Satuan Kerja Pelaksana memenuhi standar

alat pencetakan KTP-el.

Pasal 72
Pengawasan perangkat lunak pada Pusat Data, Pusat Data
Cadangan dan Satuan Kerja Pelzksana sebagzimana
dimaksud dalam Pasal 70 huruf ¢, dilakukan dengan cara
antara lain:
a. memastikan masa dukungan perangkat lunak masih
berlaku; dan
b. memastikan jumlah lisensi perangkat lunak yang cimiliki

sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 74
Pengawasan  jaringan komunikasi data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, diakukzan dergar cara
antara lain:
a. melakukan pemantauan kondisi jaringan komtnikasi
data secara visual;
b. memasang sistem manajemen -aringan komunikas: data;
dan
¢c. merumuskan langkah tindak lanjut mergatasi

permasalahan dan kebutuhan jaringan komunikasi data.

Pasal 75
Pengawasan Pusat Data dan Pusat Data Cadzangan
sebagzimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e dan buruf g,
dilakukan dengan cara antara lain:
a. memastikan penerapan prosedur operasi standar
pengelolaan Pusat Data dan Pusat Data Cadangan;
b. memastikan penerapan sistem pelaporan mingguar dan
bulanan berdasarkan kompilasi dari laporan harian; dan
c. melakukan rapat pengelola Pusat Data dan Pusat Data

Cadangan 1 (satu) bulan sekali.



- 55 -

Pasal 7¢

Sela:n pengawasan sebagaimana dimaxsud dalam Pasal 70,

dilekukan juga pengawasan terhadap sumber daya ranusia

yarg dilakukan dengan cara antara ain:

a.

memastikan  setiap sumber daya manusia yang
mengakses sistem dan Basis Data telah mendapatkan
Hak Akses dari pemegang Hak Akses;

memastikan  setiap sumber daya manusia yang
mengakses lokasi sistem dar Beasis Data teregistrasi
secara biometrik;

memastikan  setiap sumber daya manusie telah
menancatangani pakta integritas dan perjanjian menjaga
kerahasiaan (non disclosure agreement); dan
menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Paszl 31 ayat (1), Pasal 32
ayzet (1), Pasal 33 ayat (1) dan Pasel 34 ayat (1) ternadap

penyimpangan prosedur kerja bawahannya.

Bagian Kesepuluh
Perangkat Pendukung

Pasal 77

Perargkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3

ayat (1) auruf j, terdiri dari perangka=:

a.

=)

o a o

h

pendingin ruangan;

catu daya listrik;

pemadam kebakaran;

penyimpan daya listrik;

kamera pemantau;

peralatan identifikasi personil;

pemantau kondisi ruangan, meliputi antara lain
pemantau suhu, pemantau kelembaban, pemantac asap
dan pemantau api; dan

clektrikal mekanikal.
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Bagian Kesepuluk

Tempat Pelayanar

Pasal 7&

Tempat pelayanan sebagaimana diraksud calam Pasal 3 ayat

(1) huruf k. dilakukan pada Satuan Kerja Pelaksanz atau

tempat pelayanan lainnya yang tersambung dengan ssrver

SIAX.
Bagian Kesebelas
Pusat Data dan Pusat Data Cadangan
Pasal 79
(1) Pusat Data dan Pusat Data Cadangzn sebagzimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 1 dan huruf n,
dalam pengelolaan Kementerian.

Pusat Data dan Pusat Data Cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menggunaxan referensi standar
Pusat Data yang memperhatikan aspek <esenatan,
keselamatan manusia, fisik, kelistrikan, mekanik,
manajermen energi dan manajsmen keberlangsungan
kegiatan.

Pusat Data dan Pusat Data Cadangan sebagaimana
cimaksud pada ayat (1), memil:ki kebutuhan :ata ruang
paling sedikit meliputi ruang masux, arez bongkar muat,
area persiapan perangkat, ruang server, ruang ousat
operasi, dan ruang pendukung.

Penyelenggaraan Pusat Data dan Pusat Data cadangan
ciaudit oleh auditor eksternal sestai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangar paling sedikiz 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahur:.

Menteri melalui Direktorat Jencera. Kependudukar dan
Pencatatan Sipil membangun Pusat Data dan P-isa- Data

Cadangan.
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Pasal 8C

(1) Pusat Data Cadangan merupaxan Pusat Data pergganti
sementara.

(2) Pusat Data Cadangan sebagaimare dimaksud pada ayat
(1), berfungsi untuk pemulihan Pusat Data jika terjadi
keadaan kahar.

(3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada avat (2),

disebabkan karena kejadian luar biasa dan bencana.

Bagian Keduabelas

Data Cadangan

Pasal 81
Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 &ya- (1)
huruf m, dilakukan untuk menjamin ketersediasn data

apabila terjadi kegagalan fungsi data utema.

Bagian Ketigabelas

Jaringan Komunikasi Data

Pasal 82

(1) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf o, terdiri dar: jaringan komunikasi
cata yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Selain jaringan komunikasi data sebagaimana dimzksud
pada ayat (1), terdapat jaringan komunikasi dats yang
menghubungkan:

a. tempat pelayanan pada Satuan Kerja Pelaksana,
Penyelenggara dan tempa: pelayanan lainnva ke

Pusat Data dan/atau Pusat Darta Cadangar:;

S

pusat Pengembangan SIAK ke tempat pelaFanan
pada Satuan Kerja Pelaksanz, Penyelengga-z dan
tempat pelayanan lainnya; can

c.  Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencaratan
Sipil, Pusat Data,Pusat Data Cadangan dan »usat

Pengembangan SIAK.
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(3) Pengalur jaringan komunikasi data pada Pusa- Data dan
Pusat Data Cadangan sebagaimanz dimaksuc pada ayat

(2) huruf a, bersifat saling menggarikan/ redu»dant.

Fasal 83

(1) Jaringan komunikasi data sebzgaimana dimaksud dalam
Pasal 82, bersifat tertutup dan terjamin keamanannya
dengan dilakukan enkripsi end to end.

(2) Penggunaan jaringan publik dari tempat pelayanan
‘ainnya ke Pusat Data atau Pusat Data Cacangan
menggunakan virtual private network atau mobile
connectivity service milik Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sip:l.

Pasal 84

(1) Tipe jaringan komunikasi data yzng disedizkan vaitu
“eresterial dan satelit.

(2) Jenis jaringan komunikasi data terester-al secagaimana
dimaksud pada ayat (1), yaitu zembaga, fiber optik, dan
radio.

(3) Jenis jaringan komunikasi data satelit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mengginakan Very Small
Aperture Terminal (VSAT).

Bagian Keempatbelas
Pusat Pengembanga=

Sistem Informasi Administrasi Kependuduksn

Pasal 85
(1) Pusat Pengembangan SIAX sebagamana dimaksud dalam
Fasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan tempaz:
a. penelitian dalam rangka Pergembangan SIAK;
D.  pengembangan hasil Pengksajiar: SIAK;
S.  uji coba hasil penelitian dan Pengembangan SIAK;
dan

4. simulasi hasil Pengembangan SIAK.
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Lokasi pusat Pengembangan SIAK sebaga:mana
dimaksud pada ayat (1), berada pada Pusat Datz atau di
luar Pusat Data.

Pusat Pengembangan SIAK mempunyai perangkat keras,
perangkat lunak dan Basis Data yang menyerupa: Pusat
Data dan dilengkapi dengan sarana penunjang pekerjaan

lainnya.

Bagian Kelimabelas

Pusat Bantuan Pelayanan can Call Center

Pasal 8¢
Pusat bantuan pelayanan dan cail center sebagzimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2) huruf b, terd:r: dari
unsur:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kependuduken Dan
Pencatatan Sipil;

b. Direktorat Pendaftaran Penducuk;

S')

Direktorat Pencatatan Sipil;

d. Direktorat Pengelolaan Informasi Acmiristrasi
Kependudukan;

e. Dircktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan; dan

f.  Direktorat Bina Aparatur Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil.

Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetzapkan

dengan Keputusan Menzeri mengenai pembentuksn tim

Pusat bantuan pelayanan dan cali center.

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukar dan

Pencatatan Sipil.
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BAB III
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPEND_DUKAN

Pasal 87

Pengkajian dan Pengembangan SIAK, cilakukan oleh:

a.

Kementerian melalui Direktorat Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil untuk skala nasional;

pemerintah daerah provinsi melalvi dinas kepencudukan

dan pencatatan sipil untuk skala provins:; dan

pemerintah daerah kabupaten,xota melalui dinas

kependudukan dan pencatatan sipil unwuk skala

kabupaten/kota.

Pasal 88

dan Pencatatan Sipil, melakukan pengkajiar terhadap

seluruh unsur SIAK sebagaimana cimaksud dalazx Pasal

3.

dan pencatatan sipil provinsi dan pemerintah caerah
kabupaten/kota melalui dinas kependudukan dan

pencatatan sipil kabupaten/kota melakukan pergkajian

terhadap:
a. perangkat teknologi informasi can komunixasi:
b. sumber daya manusia;

0

perangkat pendukung; dan

tempat pelayanan.

Pasal 89

cilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutukran.

daerah provinsi kepada Menreri melalui Direktur

Jenderal Kependudukan dan Percatatan Sipi..

Kementerian melalui Direktorat Jenderal Kependudukan

Pemerintah daerah provinsi melalui dinas kependudukan

Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87

Guberntur menyampaikan usulan Pengkajian SIAK di
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Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan Pengkajian
SIAK di daerah kabupaten/kota kepaca Menteri “engan

tembusan disampaikan kepada gubernur.

Pasal 90
Usulan Pengkajian SIAX sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3), paling sedikit memuza=::

proposal; dan

P)

=.  hasil kajian.

“roposal sebagaimana dimaksud pada zyat (1) huruf a,

paling sedikit memuat:

a. latar belakang;

E.  tujuan;

c.  signifikansi terhadap pelayanan Acmir:strasi
Kependudukan;

d.  deskripsi bentuk pengembangzn; dan

€. transferabilitas pengembangar vang diusukar.

Proposal Pengkajian SIAK sebagaimana dimaksuc pada

ayat (2), disampaikan dalam bentux hardcopy dan

soficopy atau media lainnya.

Hasil kajian SIAK sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf b, berupa rekomendasi peny=mpurnaan SIAK vang

agan ditindaklanjuti olel: Kemerterian.

Pasal 91

Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil membentuk tim Pengkajian SIAK
terhadap semua aplikasi yang tzlal ada atau varg akan
cikembangkan oleh daerah.

Susunan tim Pengkajian SIAK sebaga:mana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari unsur sek-etariat dan direktorat
di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukar. dan
Pencatatan Sipil.

Tim Pengkajian SIAK sebagaimara dimaksud nada ayat
2}, dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenrderal

Lependudukan dan Pencatatan Sipil.
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Tim Pengkajian SIAK sebagaimane dimaksud paca ayat
(3), me.akukan inventarisasi, evaluasi, dan uji manfaat
terhadap semua aplikasi yang telah ada atau yang akan
dikembangkan oleh daerah.

Hasil inventarisasi, evaluasi, dan uji manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat {4), dituangkan dalam
bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui
ketua tim Pengkajian SIAK.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Percatatar Sipil
atas nama Menteri memberikan persetujuan atau
penolakan atas rekomendasi sebagaimara dimaksud
pada ayat (5).

Tim Pengkajian SIAK membuat daf-ar hasil inventarisasi,
evaluasi, dan uji manfaat yang telah diterima atat. ditolak
oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Keperdudukan
dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
{6).

Pasal 92
Kementerian melalui Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil mengembangkan seluruh unsur
SIAK sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3.
Pemerinzah daerah provinsi dar. daerah kabupater:/ xota
mrelakukan Pengembangan SIAK ternadap:

perangkat teknologi informeasi dan komunikasi;

2\)

=)

sumber daya manusia;

perangkat pendukung; dan

S)

4. tempat pelayanan.

“engembangan SIAK sebagaimana dimaksud nade ayat
2), dilarang mengubah, meruszk aplikasi SIAK standar
nasional dan mengubah  struktur Basis Data

Kependudukan.
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EAB IV
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 93
Pengelolaan SIAK meliputi:
a. perangkat teknolog: informasi dan komun‘kasi:
b. sumber daya manusia;
c. sistem dan Basis Data; dan
d. sarana dan prasarana.
Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud paca avat (1),
sesuai petunjuk teknis yang mengatur standar

cperasional prosedur.

BABV
PENGELOLAAN DATA KEPENDUDJUKAN

Pasal 94
Basis Data hasil pelayanan melalti SIAK menghasilkan
Data Kependudukan.
Data Kependudukan sebagaimana cimasud pada avat (1),
cikelola oleh Kementerian yang meliputi:
a. pengolahan data; dan
b.  penyajian data.
Hasil pengolahan data sebagaimans dimaksud pada ayat
(2) huruf a, digunakan untuk berbagai keperluen sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pengnlahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasa. 94 ayat

(2) haruf a, terdiri dari:

a.
b.

C.

pembersihan data;
nemadanan data; dan

nengolahan data lainnya.
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Pasal 96

Pembersihan data sebagaimara cimaksud dalam Pasal

95 huruf a, meliputi:

a. data ganda;

b. data yang tidak dapat diadjudikasi;

c. kesalahan perekaman;

d. status data siap cetak namur terdapat elemzen data
yang tidak lengkap:

e. data anomali; dan

f.  data penduduk nonaktif.

Pembersihan data sebagaimana dimaksud paca awvat (1),

dilakukan oleh:

a. Satuan Kerja Pelaksana; dan

b. pengelola di pusat.

Pembersihan data bagi Satuan Kerja Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada avat 2) huruf a, dilakukan

dengan cara:

a. kepala Satuan Kerja Pelaxsana mengajukan surat
permohonan pembersihan data kepada Kemerterian
melalui Direktorat Jenderal Kependudukar dan
Pencatatan Sipil; dan

b. Kepala Satuan Keria Pelaksara mengajukan daftar
data Penduduk yang akan dibersihkan dan
mengunggah surat permohonan melalui aplikasi.

Pembersihan data bagi pengelola padaPusat Data

sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b, dilakukan

dengan cara:

2. pejabat pengawas Pusat Data  melakukan
pengecekan surat permohcnan dan daftar data
Penduduk dari Satuan Kerja Pelaksana yang akan
dibersihkan;

pejabat  pengawas Pusat Data  melexukan

[N

pengecekan data yang akan dibersikkan dengan data

yang ada dalam Basis Data untak skala nasional,

0

pejabat administrator Pusat Data memberikan
persetujuan pembersihan daza Penduduk sesuai

dengan surat permononan; dan
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d. pejabat pengawas Pusat Data melakukan renzalinan
histori data dan pembersikan “ata setelah mendapat
persetujuan dari pejabat admi=istrator Pusat Data.

Tata cara pembersihan Data Kepencudukan sekbagzimana

cimaksud pada ayat (1), sesuai petunjuk tekris yang

mengatur standar operasional prosedur.

Pzsal 97
Pemadanan data sebagzimana dimzksud dalam Pzsal 95
Furuf b, merupakan upaya menyandingkan dan
menyesuaikan data lembaga pengguna dengan dazz SIAK.
Femadanan data sebagaimana dimaksud pada avat (1),
nanya dilakukan 1 (satul kali.
Data hasil pemadanan dimanfaatkan oleh Kemerterian

dan lembaga pengguna.

Pasal 98

Pengoiahan data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

95 nuruf c¢, merupakan pengolahan data sesuai dengan

kebutuhan.

Pasal 99
FPenyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
avat (2) huruf b, disajikan berupa:
a. data agregat kependudukan;

k. Data Kependudukar. bersih;

0

profil Data Kependudukan; dan

d. daftar Penduduk potensial remilih pemilu.

“znyajian data agrega: kependucukan sebaga:mana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk semester pertama
pada tanggal 30 Juni dan untuk semester kedua pada
tanggal 31 Desember.

Penyajian Data Kependudukan =ersih sebagzirmana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, diakses oleh daerah
»rovinsi dan daerah kabupaten/kota secara daring.
Penyajian  profil Data Kependuc-kan sebagaimana

dmaksud pada ayat (1 huru’ c, menggunakar: Data
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Kependudukan bersih semester pertama.

Penyajian daftar Penduduk potensial pemilih pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. dilaktkan
sesuai dengan ketentuan peraturan percndang-

undangan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 100
Menteri melakukan pembinaan kepada gtbernur,
bupati/wali kota dan kepala Satuan Xerja Pelaksana
calam pelaksanaan SIAK.
Gubernur melakukan pembinaan kepada bupzati/ wali
kota dalam pelaksanaan SIAK.
Bupati/Wali Kota melalui kepala dinas kependudukan
dan pencatatan sipil kabupaten/kota dan kepalz unit
oelaksana teknis dinas kependudikar dar perncatatan
sipzl kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada
kerala desa/lurah dalam pelaksanaan SIAK.
Pembinaan sebagaimara dimaksud pada ayat (1), avat (2)
dar ayat (3) meliputi sosialisasi can Dimbingan teknis

pelaksanaan SIAK.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 101

Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil melakukan monitoring, evaluas., dan
pelaporan terhadap pelaksanaan SIAK di Sataar Kerja
Pelaksana.

Gubernur melalui dinas kepencudukan dan pencatatan
sipil provinsi melakukan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan  terhadap rpelaksanaan SIAK untuk skala

provinsi.
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Bupati/Wali Kota melalui dinas kependuduka= dan
pencatatan sipil kabupaten/kota melaxukan mon:izoring,
evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan SIAK
antuk skala kabupaten/kota.

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana
cimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), meliputi
perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan,
pengamanan, sumber daya marusie pengeloia, dan
belanja SIAK.

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebage-mana
dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara:

a. penetapan obyek monitoring;

penetapan indikator evaluasi;

.U‘

c. pengisian format monitoring dar: evaluasi;

d. penerapan sistem monitoring dan evaluasi;

e. pengolahan data hasil monitoring dan evaluasi; dan

f. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil

monitoring dan evaluasi.

Pasal 102

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pengelolaan
SIAK daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat (4), kepada gubernur pada Bulan
Oktober.

Gubernur menyampaikan laporan penge.olean SIAK
Zaerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasa’ 101
ayat (4), dan hasil rekapitulasi laporan dzerah
<zabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Kependudukan dan Percatatan Sipil pada Bulan

Ncvember.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 103
Pendanaan pelaksanaan SIAK Kementerian bsrstumber

ari anggaran pendapatan dan belanja negara.
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(2) Pendanaan pelaksanaan SIAK daerah prcvinsi bersumber
dari anggaran pendapatar. dan belanja daerah provir:si.

(3) Pendanaan pelaksanaan SIAK daerah kabugaren/kota
bersumber dari anggaran peadapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104
Mezteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mengenakan sanksi administratif dalam
bentuk pemutusan jaringan <omunikasi data dan
menonaktifkan penggunaan aplikasi SIAK kepada Satuan
Kera Pelaksana yang melanggar ketentian Pasal 52 avat (3),
Pasa’ 92 ayat (3) dan Pasal 102.

BAB X
KETENTUAN PENUTJP

Pasal 105
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kermerzterian
menerapkan SIAK dengan sistem infcrmasi terpusat vang

dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2021.

Pasa. 106
Pada saat Peraturan Menteri ini mula- berlaku, Perzturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Zentang
Pedcman, Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi  Administrasi Kependudukan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomocr 362,, dicabur dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada :anggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 219
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